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GUBERNUR SULAWESI SELATAN 

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN 
 

NOMOR  90 / I / TAHUN 2020 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN PENERTIBAN 

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH 
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI SELATAN, 

 

Menimbang : a. 

 

 

bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah 

dari sektor pajak daerah, maka perlu dilakukan beberapa 

kegiatan diantaranya penertiban pajak kendaraan 

bermotor pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis 

Pendapatan Wilayah Lingkup Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan; 

  b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim 

dengan melibatkan unsur-unsur terkait; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang 

Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Penertiban 

Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  2. Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 
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  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang 

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3528); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  8.   Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi 

Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

310); 

  10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281); 

  11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 

10,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 

Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 296); 
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  12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 

Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 

Nomor 13); 

  13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309); 

  14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 62 Tahun 

2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2019 Nomor 63); 

  15. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 

53/I/Tahun 2020 tentang Pengesahan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggran 2020; 

    

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  

 

KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Pajak 

Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020, dengan susunan Tim 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas 

Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana, dengan tugas masing-

masing sebagai berikut: 

a. Tim Koordinasi: 

1. melakukan koordinasi dan administrasi persuratan 

kepada Kepala UPT Pendapatan Wilayah, Direktorat Lalu 

Lintas Polda Sulawesi Selatan terkait Penertiban Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Pendataan subyek/obyek pajak 

kendaraan bermotor; 

2. melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan 

Kegiatan Penertiban Pajak Kendaraan bermotor dan 

pendataan subyek/obyek Pajak Daerah; dan 

 



- 4 - 
 

3. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

Kegiatan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor kepada                             

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan. 
 

b. Tim Pelaksana: 

1. membentuk satuan tugas  operasional di lapangan yang 

bekerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan 

penertiban dan pemeriksaan di lapangan terhadap wajib 

Pajak Kendaraan Bermotor; 

2.   menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan Penertiban Pajak 

Kendaraan Bermotor; dan 

3.  membuat laporan kepada Kepala Badan Pendapatan 

Daerah melalui Tim Koordinasi dengan tembusan kepada 

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan untuk 

dibuatkan bahan telaah dan pertimbangan lebih lanjut. 
 

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Sulawesi 

Selatan. 
 

KEEMPAT    : Biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini 

dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 

2020. 
 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

     
   Ditetapkan di Makassar 

   pada tanggal  6 Januari 2020 

 

         GUBERNUR  SULAWESI SELATAN, 

 

 

 

   Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M. Agr 

 
 
  

 

Tembusan: 

1. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar; 
2. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar; 
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Prov. Sulsel di Makassar; 

4. Kepala UPT Pendapatan Wilayah Lingkup Bapenda Provinsi Sulawesi         
Selatan di tempat. 
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LAMPIRAN I  

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN 

NOMOR 90 / I / TAHUN 2020 TANGGAL 6 

JANUARI 2020 

TENTANG   

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN 

KEGIATAN PENERTIBAN PAJAK KENDARAAN 

BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN 

DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

 

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENERTIBAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 

PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020 

 

 

NO. NAMA / JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM 

1. Dirlantas Polda SulSel Penanggung Jawab 

2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. SulSel Ketua 

3. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Wakil Ketua 

4. Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Sekretatis 

5. Kasubbid Pengawasan Pendapatan Daerah Anggota 

6. Kasubdit Min Regident Ditlantas Polda SulSel Anggota 

7. Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda SulSel Anggota 

  8. Kasat Patroli Ditlantas Polda SulSel Anggota 

  9. Gunawan Aris Munandar, SE. Ak Anggota 

10. Dewayani Saggaf, SE Anggota 

11. Suweidy Suriady, SE Anggota 

 

 

         GUBERNUR  SULAWESI SELATAN, 

 

 

 

   Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M. Agr 
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LAMPIRAN II  

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN 

NOMOR 90 / I / TAHUN 2020 TANGGAL 6 

JANUARI 2020 

TENTANG   

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN 

PENERTIBAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 

PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI 

SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020 

 

 

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENERTIBAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 

PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020 

 

 

NO. NAMA / JABATAN 

 

KEDUDUKAN DALAM TIM 

 

1. Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres Pengarah 

2. Kepala UPT Pendapatan Wilayah Badan 

Pendapatan Daerah Prov. Sulsel 
Penaggung Jawab 

3. Kasatlantas Polrestabes/Polresta/Polres Ketua 

4. Kasi STNK/Kanit Regident Polres Wakil Ketua 

5. Kasi Pendataan dan Penagihan UPT Pendapatan 

Wilayah Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel 
Sekretaris 

6. Anggota Kepolisian Samsat, Anggota Polrestabes/ 

Polresta/Polres, Anggota Polisi Militer Kodam XIV 

Hasanuddin dan Staf UPT Pendapatan Wilayah 

Anggota 

 

   

         GUBERNUR  SULAWESI SELATAN, 

 

 

 

   Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M. Agr 

 


